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ABSTRAK 
 
       Meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita yang ikut berpartisipasi dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga baik di pabrik, industri- industri atau 
tempat lain tanpa memperhatikan hak-haknya. Pelaksanaannya diharuskan 
untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja 
dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan 
kondisi yang kondusif  bagi pengembangan dunia usaha. 
         Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak cuti hamil di 
UMKM Ulam Sari Tegal (2) Untuk mengetahui penyelesaian hak cuti hamil 
apabila tidak diberikan UMKM Ulam Sari sesuai dengan peraturan. 
        Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan 
penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan yang digunakan adalah 
yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi. Dianalisis dengan deskriptif. 
       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap 
tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak atas cuti hamil di umkm ulam 
sari belum berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini diakibatkan karena pelaksanaan hak 
cuti hamil di umkm ulam sari diterapkan secara fleksibel. 
       Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi,dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Cuti Hamil 
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ABSTRACT 
 
       Increasing the number of women workers who participate in improving 
family welfare in factories, industries or other places without regard to their 
rights. In its implementation, it is required to fulfill fundamental rights and 
protections for workers and workers or laborers and at the same time be able to 
create conditions conducive to the development of the business world. 
         This study aims (1) To find out the implementation of legal protection for 
women workers in carrying out the rights of maternity leave at UMKM Ulam Sari 
Tegal (2) To determine the settlement of maternity leave rights if not granted by 
Ulam Sari UMKM in accordance with regulations. 
        This type of research is library research and field research. The approach 
used is empirical juridical. Data collection techniques through interviews, 
observation, documentation. Analyzed with descriptive. 
       The results of this study indicate that the legal protection of female workers in 
carrying out the right to maternity leave in the Ulam Sari community has not run 
according to the provisions in Law No. 13 of 2003 on Labor, this is due to the 
implementation of maternity leave rights in the Ulam Sari community. flexible. 
       Based on the results of this study are expected to be material information, and 
all parties who need the environment of the Faculty of Law, University of 
Pancasakti Tegal. 
Keywords: Legal Protection, Labor, Pregnant Leave 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
       Negara Indonesia adalah Negara yang sedang giat-giatnya membangun 
untuk meningkatkan pembangunan disegala sektor dengan tujuan untuk 
kemakmuran rakyat. Negara Indonesia juga disebut Negara hukum, artinya 
bahwa Negara Indonesia akan memberikan perlindungan bagi semua warga 
Negara dari sektor pekerjaan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : 
       “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan, Maksudnya bahwa pekerja adalah manusia yang juga 
mempunyai kebutuhan sosial sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, 
ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya”. 
       Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, sehingga 
hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum 
perburuhan atau hukum ketenagakerjaan menurut ahli hukum yaitu Imam 
Soepomo, memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan 
peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu 
kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan 
menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah 
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seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang 
mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.1 
       Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengertian ketenagakerjaan 
yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang 
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.2 
       Berbicara mengenai ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya diharuskan 
untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja 
dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan 
kondisi yang kondusif  bagi pengembangan dunia usaha. Perlindungan 
terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja 
dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 
pengusaha.3 
       Zaman sekarang ini wanita ikut berpartisipasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga dengan cara ikut bekerja baik di pabrik, industri- 
industri atau tempat lain tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan karena tuntutan ekonomi 
 
      1 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cetakan ke-12, Jakarta: Djambatan, 1999, 
hlm.1 
      
2
 Melisa Kurniawan Ardianto,” Implementasi Perlindungan Hukum Terdahap Hak Maternitas 
Pekerja Wanita Di Kawasan Berikat Nusantara (Kbn) Cakung Jakarta Utara Ditinjau Dari Undang-
Undang Ketenagakerjaan”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4, Mei,2015, hlm.2. 
     3 Bill Clinton, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT. Beka 
Engineering Pangkalan Kerinci,Jurnal JOM,Volume 3,Nomor 2,Oktober,2016,hlm.2 
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keluarga. Sadar akan hal tersebut, peranan wanita Indonesia telah 
memperlihatkan dan meningkatkan keikutsertaanya dalam pembangunan 
nasional sebagai pekerja wanita.4 
       Berkaitan dengan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan, terdapat 
hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun 
sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang 
perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan 
pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, 
sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa 
ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga 
mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai 
dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yag aman dan sehat, 
kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat 
yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk 
meningkatkan kualitas pekerjaannya.5 
       Cuti merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja, baik laki-laki 
maupun perempuan disamping kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 
pekerjaannya. Dalam dunia kerja, perempuan dan laki-laki memiliki 
kesempatan yang sama, khususnya dalam mengambil atau melaksanakan cuti. 
Namun pada kondisi tertentu, pekerja perempuan mendapat keistimewaan 
dalam pelaksanaan cuti yang terkait dengan kodratnya sebagai seorang 
perempuan. Keistimewaan tersebut meliputi cuti haid, cuti hamil dan 
 
     4 Ibid 
     5 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,Bandung:  PT. Citra Aditya 
Bakti,2009, hlm.2 
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melahirkan, cuti keguguran dan hak menyusui atau memerah Air Susu Ibu 
(ASI).  
       Cuti hamil dan melahirkan menjadi hak mutlak yang wajib didapatkan 
oleh tenaga kerja wanita. Ketentuan tentang cuti hamil dan melahirkan 
tertuang pada Pasal 82 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Untuk melindungi kepentingan UMKM dan pekerja wanita, 
UMKM Ulam Sari memberlakukan sistem pelaksanaan hak cuti kepada 
pekerja secara fleksibel, artinya pekerja wanita dapat mengambil hak cuti 
hamil berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 atau pekerja wanita dapat 
mengambil hak cuti hamil diluar ketentuan dalam pasal 82 dengan persyaratan 
pekerja wanita harus membuat surat pernyataan. 
       Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diketahui tentang perlindungan 
hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak atas cuti hamil 
di UKM Ulam Sari di Tegal, untuk itu dalam penelitian ini diberi judul “ 
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Melaksanakan 
Hak Atas Cuti Hamil Pada UMKM Ulam Sari di Kota Tegal. 
B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam 
melaksanakan hak cuti hamil di UMKM Ulam Sari di Kota Tegal? 
2. Bagaimana penyelesaian hak cuti hamil apabila tidak diberikan UMKM 
Ulam Sari sesuai dengan peraturan? 
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C. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga 
kerja wanita dalam melaksanakan hak cuti hamil di UMKM Ulam Sari 
di Kota Tegal. 
2. Untuk mengetahui penyelesaian hak cuti hamil apabila tidak diberikan 
UMKM Ulam Sari sesuai dengan peraturan. 
D. Manfaat Penelitian 
       Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang 
penelitian ini, serta memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil 
penelitian ini mempunyai manfaat, sebagai berikut:  
1. Segi teoritis 
       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, pengembangan hukum 
ketenagakerjaan, sehinggga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 
mengenai penerapan dalam kondisi sebenarnya. 
2. Segi praktis  
      Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada pengusaha 
dan juga terhadap pekerja yang sedang hamil mengenai pentingnya 
menjaga kesehatan dan memerhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3. Manfaat  Bagi Penulis 
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       Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai 
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita khususnya dalam 
melaksanakan hak atas cuti hamil. 
E. Tinjauan Pustaka 
       Alan Yati “Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Hamil Menurut Hukum 
Islam dan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 ( Studi Kasus: PT.Indokom 
Samudra Persada)” Penelitian ini memebahas tentang sistem pelaksanaan hak 
cuti haid dan hak cuti hamil terhadap tenaga kerja wanita di PT.Indokom 
Samudra Persada dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No.13 
Tahun 2003 dalam pelakasnaan hak cuti haid dan hak cuti hamil terhadap 
tenaga kerja wanita di PT.Indokom Samudra Persada.6 
       Lizara Yomo ‘Implementasi Hak Cuti yang Berkaitan dengan Hak 
Reproduksi pada Pekerja Kerja Wanita Menurut Undang-Undang No.13 
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Studi : Supermarket Ruby)’. Penelitian 
ini menganalisis tentang pengimplementasian dari aturan hukum tentang hak 
cuti yang berkaitan dengan hak reproduksi bagi pekerja wanita menurut 
Undang- undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hak cuti yang berkaitan dengan 
hak reproduksi bagi pekerja wanita. 7 
 
      6 Alan Yanti,” Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Hamil Menurut Hukum Islam dan Undang- 
Undang No.13 Tahun 2013”, Skripsi Sarjana Hukum, Lampung: Perpustakaan Universitas 
Lampung, 2017. 
      7 Lizara Yomo,”Implementasi Hak Cuti yang Berkaitan dengan Hak Reproduksi pada Pekerja 
Wanita Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan”, Mataram: 
Repository Universitas Mataram, 2018. 
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       Churin Tsuroyya’ Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT. Djarum 
Tayu Pati’. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implikasi 
pelaksanaan pemenuhan hak dan hambatan yang ditemui pekerja perempuan 
yang bekerja di PT. Djarum Tayu Pati kemudian dianalisis berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.8 
       Berdasarkan dari beberapa referensi yang telah diuraikan sebelumnya 
maka penulis berusaha untuk melakukan penelitian ini untuk mengkaji 
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak 
atas cuti hamil di UMKM Ulam Sari di Tegal. Penelitian perlindungan 
hukum terhadap tenaga kerja wanita secara mandiri dan menjadi pangkal 
tolak persoalan, masih terbuka untuk dilakukan. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 
research) dan penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian 
lapangan adalah penelitian yang menggunakan data primer sedangkan 
penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data 
sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan 
karena sumber data yang diperoleh melalui observasi dan kepustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian 
       Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang meninjau 
 
      8 Churin Tsuroyya’ Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Di PT. Djarum Tayu Pati’, Surakarta: 
Repository Universitas Sebelas Maret, 2018. 
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permasalahan disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan 
juga melihat permasalahn dari kenyataaan dilapangan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis empiris karena tidak hanya melihat 
permasalahan dari metode ilmu pengetahuan tetapi melihat permasalahn di 
lapangan. 
3. Sumber Data 
       Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan 
data primer. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasi-lhasil penelitian yang berwujud laporan, 
buku harian dan lain-lain. Sedangkan data primer adalah data data yang 
diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer karena 
data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dan observasi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah: 
a. Teknik Wawancara 
       Wawancara adalah percakapan  antara dua orang atau lebih 
dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh pewawancara 
(interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancari (interviewee) akan memberikan jawaban atas pertanyaan 
pewawancara. 
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b. Teknik Observasi 
       Teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
observasi langsung terkait perlindungan hukum tenaga kerja wanita 
dalam melaksanakan hak atas cuti hamil di UMKM Ulam Sari di 
Tegal. 
c. Studi Dokumentasi 
       Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang sudah 
ada seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur 
ketenagakerjaan di Indonesia. 
5. Metode Analisis Data 
       Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif analisis , yaitu mencari dan menentukan hubungan antara data 
yang diperoleh dari penelitian dilapangan dengan landasan teori yang ada 
yang akan memberikan gambaran-gambaran. Kemudian hasil penelitian 
dari data sekunder akan digunakan untuk menganalisa data primer yang 
diperoleh dari lapangan. 
G. Sistematika Penulisan 
       Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindunga Hukum Terhadap 
Tenaga Kerja Wanita Dalam Melaksanakan Hak Atas Cuti Hamil di UMKM 
Ulam Sari di Kota Tegal, akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab 
yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut: 
       Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat; Latar belakang masalah, 
Permasalahan yang akan dicari jawabannya, Tujuan penelitian yang 
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merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, Manfaat penelitian, 
Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika laporan penelitian. 
       Bab II Tinjauan Konseptual, Bab ini memuat; Tinjauan konseptual, 
Menjelaskan tentang teori-teori dan permasalahan yang akan dibahas yaitu 
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak 
atas cuti hamil. 
       Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini memuat tentang hasil 
penelitian tentang  perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam 
melaksanakan hak atas cuti hamil 
       Bab IV Penutup, Bab ini memuat  kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan,serta saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A.  Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
       Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata 
lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, 
dan membentengi. Sedangakan perlindungan konservasi, pemeliharaan, 
dan penjagaan.  
       Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum. 
Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti 
melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 
hukum. 
       Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 
bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, 
baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 
perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi 
hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan 
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.9 
       Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: 
 
      9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Ui Press, 1984, hlm. 133. 
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a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum 
adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum. 
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan 
Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 
c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 
d. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan 
arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum 
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia 
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia 
serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak 
dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.10 
       Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 
konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap berpijak 
 
      10 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ 
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pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, beserta hak-hak 
kemanusiaanya, baik secara individual  sebagai ‘pekerja’. 
       Perlindungan hukum terhadap pekerja meliputi dua hal yaitu: 
perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan 
pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha dapat 
terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang 
perburuhan yang mengharuskan atau memaksa pengusaha bertindak 
seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan 
semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara 
yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.11 
2. Dasar Hukum Perlindungan Tenaga Kerja 
       Pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia saat ini terdiri dari 
peraturan perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-
undangan. Namun payung hukum utama mengenai ketenagakerjaan di 
Indonesia adalah pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi payung hukum utama. 
       Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-undang 
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar 
utama dalam bidang ketenagakerjaan. Selain dua sumber hukum diatas 
terdapat sumber hukum lain yang menjadi tonggak pengaturan bagi 
urusan ketenagakerjaan. Seperti halnya perlindungan hukum terhadap 
tenaga kerja ada bebearapa dasar hukum dalam pelaksanaannya yaitu: 
 
      11 Asbabul Khafi,”Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, Jurnal Jurisprudentie,   
Volume 3, Nomor2, Desember, 2016, hlm.64. 
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a. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bawa tiap-
tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusian. 
b. Pasal 28 ayat 1 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 
bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. 
c. Pasal 28 ayat 2 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 
bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  
d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
g. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
3. Macam-macam Perlindungan  Tenaga Kerja 
       Menurut Imam Soepomo, perlindungan pekerja dikelompokan 
menjadi tiga macam perlindungan yang meliputi: 12 
a. Perlindungan Ekonomis 
       Perlindungan Ekonomis disebut juga sebagai Jaminan Sosial, 
yang merupakan perlindungan terhadap pekerja atau buruh terkait 
 
       12 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta:Djambatan, 2003, hlm.164. 
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penghasilannya.13 Perlindungan ini meliputi usaha-usaha yang 
dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi 
kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk 
perlindungan pekerja bila bekerja diluar kehendaknya. 
       Terkait dengan perlindungan terhadap penghasilan, maka yang 
menjadi permasalahannya adalah imbalan yang diterima pekerja 
yang biasanya disebut dengan istilah upah. Upah menjadi 
permasalahan yang kalsik dibidang ketenagakerjaan dari masa ke 
masa. Karena sulit mempertemukan antara 2 (dua) pihak yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 
       Untuk itu dalam konteks memberikan perlindungan secara 
ekonomis, maka dari itu kebutuhan terhadap aturan tentang 
pengupahan menjadi hal yang mutlak. Pada hakikatnya program 
jaminan soisal tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian 
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang 
sebagian yang hilang.14 
       Seiring dengan berjalannya waktu, berdasarkan Undang-undang 
No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS), yang meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
Pada Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa PT Jamsostek berubah 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada tanggal 
 
       13 Zaeni Asyhdie, Hukum Kerja, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 78. 
      14 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Bandung:PT. Citra Aditya 
Bakti,2007, hlm.122. 
 
16 
 
 
 
1 Juli Tahun 2015 yang berdasarkan pada Pasal 64 Undang-undang 
BPJS. Program-program yang diselenggarakan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan meliputi jaminan-jaminan terkait bidang 
ketenagakerjaan.  
       Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa 
jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga 
kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, 
kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan serta 
jaminan pemeliharaan kesehatan. Terdapat beberapa jenis jaminan 
ssosial tenaga kerja antara lain:15 
1) Jaminan Kecelakaan Kerja  
       Kecelakaan kerja akibat kerja merupakan risiko yang 
dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk 
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya 
yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan 
kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan 
kecelakaan kerja. 
2) Jaminan Kematian  
       Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 
kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat 
berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga 
yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian 
 
      15 Sali Susiana, “Perlindungan Pekerja Perempuan dalam Prespektif Feminisme”, Jurnal 
Aspirasi, Volume 8, Nomor 2, Desember, 2017, hlm.209. 
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dalam upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk 
biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 
3) Jaminan Hari Tua  
       Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak 
mampu lagi bekerja. Terputusnya upah tersebut dapat 
menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja, terutama bagi mereka 
yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan 
kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan/atau 
berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh 
lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. 
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  
       Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas 
sebaikbaiknya. Ini merupakan upaya kesehatan yang bersifat 
penyembuhan. Upaya penyembuhan memerlukan dana yang 
tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada 
perorangan, sehingga sudah selayaknya diupayakan 
penggalangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan 
sosial tenaga kerja. Di samping itu, pengusaha tetap 
berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja 
yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan 
(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). 
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b. Perlindungan Kesehatan Kerja 
        Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial, karena 
ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja berkaitan dengan 
sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud 
mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan 
pengusaha untuk memperlakukan pekerja atau buruh tanpa 
memperhatikan norma yang berlaku.16 
        Perlindungan sosial dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai 
hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 
       Mengenai kesehatan kerja diartikan sebagai sebagai usaha 
untuk melindungi pekerja dari berbagai hal maupun keadaan yang 
akan mengganggu fisik maupun psikis dan melanggar    norma 
dalam suatu hubungan kerja.17 
c. Perlindungan Keselamatan Kerja 
       Keselamatan kerja diartiakan sebagai upaya yang bertujuan 
untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko 
kerja terkait penggunaan alat atau mesin, material (bahan 
berbahaya atau beracun), jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi 
 
      16 Ibid 
      17 Melania Kiswandari, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, 
hlm.78. 
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tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke dalam 
perlindungan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana 
penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan 
kerja.18 
       Kecelakaan Kerja sebagai yang dijelaskan berdasarkan UU No. 1 
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, adalah suatu kejadian yang 
tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses 
yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian 
baik korban manusia maupun harta benda. 
       Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka cakupan 
perlindungan teknis sangat luas, sebab erat kaitannya dengan 
pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, sementara jangkauan 
pengertian kecelakan kerja memasukkan segala hal yang timbul 
dan terjadi selama seorang pekerja berada dalam hubungan kerja 
termasuk pulang-perginya seorang pekerja dari atau ke tempat 
kerja.  
       Tujuan utama dari bentuk perlindungan ini adalah terwujudnya 
keselamatan sepanjang hubungan kerja, yang selanjutnya akan 
menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja untuk 
melaksanakan tugas/kerjanya secara optimal, tanpa perlu merasa takut 
maupun khawatir akan terjadinya kecelakaan. Kalaupun terlanjur 
terjadi, penanganannya dapat segera dilakukan.19 
 
      18 Op.cit., hlm.70. 
      19 Op.cit., hlm.184. 
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       Dengan demikian, sebagai tenaga kerja, pekerja perempuan memiliki 
hak yang sama dengan pekerja laki-laki untuk memperoleh tiga jenis 
pelindungan tersebut, baik pelindungan ekonomis, pelindungan sosial, 
maupun pelindungan teknis. 
       Berikut ini beberapa bentuk pelindungan hukum terhadap pekerja 
perempuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 
83, Pasal 84, dan Pasal 93, Kepmenaker No. 224 Tahun 2003 serta 
Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang 
meliputi:  
1. Perlindungan Jam Kerja 
       Pelindungan kerja malam bagi pekerja wanita (pukul 23.00 
sampai pukul 07.00) diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a) Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang 
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 
pagi. 
b) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil 
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 
keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara 
pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi. 
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c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara 
pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (pagi) wajib: 
1. Memberikan makanan dan minuman bergizi. 
2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 
d) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara 
pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib 
menyediakan antar jemput.  
e) Pengusaha juga dilarang mempekerjakan pekerja melebihi 
ketentuan Pasal 77 ayat (2), yaitu: 7 (tujuh) jam sehari dan 40 
(empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 
seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 
seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. 
f)  Bila pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama, maka 
harus ada persetujuan dari pekerja dan hanya dapat dilakukan 
paling banyak 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empat belas) 
jam dalam seminggu, dengan demikian pengusaha wajib 
membayar upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja 
tersebut. Hal ini merupakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) 
dan ayat (2). 
2. Perlindungan dalam Masa Haid 
       Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur masalah pelindungan dalam masa haid. 
Pekerja perempuan yang sedang dalam masa haid (menstruasi) tidak 
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wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan 
upah penuh dan wajib memberitahukannya kepada manajemen 
perusahaan. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang tidak 
menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir. 
3. Perlindungan Cuti Hamil dan Melahirkan 
       Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil bagi pekerja 
perempuan. Pekerja perempuan memiliki hak memperoleh istirahat 
selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah 
melahirkan. Untuk itu, yang bersangkutan sebaiknya memberitahu 
pihak perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal 
1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran. Setelah melahirkan keluarga 
pekerja perempuan juga wajib memberitahukan kelahiran anaknya 
dalam tempo tujuh hari setelah kelahiran. 
4. Perlindungan Pemberian Lokasi Menyusui 
       Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. 
Setelah melahirkan, seorang pekerja perempuan harus menyusui 
anaknya. Hal ini juga diatur dalam hukum internasional dan 
nasional. Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur 
bahwa pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus 
diberi kesempatan, minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada 
waktu jam kerja.  
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       Setiap perusahaan sudah seharusnya menyediakan ruangan 
untuk memerah ASI. Pasal 10 Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 
mengatur lebih detail bahwa pekerja perempuan yang menyusui 
memiliki hak untuk satu atau lebih jeda di antara waktu kerja atau 
pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya atau 
memerah ASI.  
       Sesuai rekomendasi WHO, masa menyusui tersebut sekurang-
kurangnya selama 2 tahun. Dalam praktiknya. pemberian 
kesempatan kepada pekerja perempuan yang anaknya masih 
menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang 
lokasinya dekat dengan perusahaan.20 
5. Perlindungan Larangan PHK terhadap Tenaga Kerja Wanita 
       Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
melarang perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
karena alasan pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran, 
maupun menyusui seperti yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) 
huruf e. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 153 ayat (2) pada 
undang-undang tersebut juga mengatur jika PHK dilakukan karena 
pekerja hamil adalah batal demi hukum dan perusahaan wajib 
mempekerjakannya kembali.  
 
      20  Sali Susiana, “Perlindungan Pekerja Perempuan dalam Prespektif Feminisme”, Jurnal 
Aspirasi, Volume 8, Nomor 2, Desember, 2017, hlm.212. 
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       Larangan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja No. 03/Men/1989 yang menyatakan adanya larangan 
melakukan PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan berikut: 
1. Pekerja perempuan menikah 
2. Pekerja perempuan sedang hamil 
3. Pekerja perempuan melahirkan.  
       Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja 
perempuan sesuai kodrat, harkat, dan martabatnya dan merupakan 
konsekuensi logis dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 100 dan 
Nomor 111 tentang Diskriminasi. 
6. Waktu Istirahat 
       Pekerja berhak atas waktu istirahat yang telah diatur dalam Pasal 
79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk:  
a) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu 
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. 
b) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja 
dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja 
dalam seminggu. 
c) Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja 
setelah pekerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara 
terus menerus. 
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d) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan apabila 
pekerja telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus 
menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan 
pekerja tersebut tidak berhak lagi istirahat tahunannya 
dalam 2 (dua) tahun berjalan.  
7. Pengakuan Kompetensi Kerja 
       Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa: 
a) Seorang tenaga kerja perempuan berhak memperoleh pengakuan 
kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang 
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, 
lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja 
b) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi kerja 
c) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah 
berpengalaman 
d) Untuk melakukan sertifikat kompetensi kerja dibentuk badan 
nasional sertifikat profesi yang independen. Pembentukan badan 
nasional sertifikat profesi yang independen sebagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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B. Tinjauan tentang Ketenagakerjaan 
1. Pengertian Ketenagakerjaan 
        Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kerja.  
       Menurut Imam Soepomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah 
suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan 
dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima 
upah.21 
       Menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian 
segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara 
tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.22 
       Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan 
kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun masyarakat. 
       Menurut Dr.A.Hamzah SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang 
bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi 
utamanya dalam proser produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga 
fisik maupun pikiran.  
 
      21 H. Zaeni Asyhadie, et al.,  Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia: 
Pranadamedia Group, 2019, Cet. Ke-1, hlm. 4. 
      22 Ibid 
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        Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994, 
mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada 
perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga  
kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. 
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan 
       Serangkaian peraturan yang dimaksudkan adalah sumber hukum di 
mana kita menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum 
ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan tersebut, bukanya terkodifikasi 
dalam satu buku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tetapi 
tersebar dalam berbagai perundang-undangan. 
       Sebagai gambaran yang dimaksudkan denga sumber hukum adalah 
segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai 
kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau 
dilanggar mengakibatkan saksi yang tegas dan nyata. 
       Ada bebarapa peraturan  perundang-undangan yang dapat 
dikategorikan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan, yaitu : 
a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ 
Serkat Buruh. 
c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. 
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja. 
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e. Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesaha ILO 
Convention No.182 Concerning The Prohbition and Immediate 
Action For The Elimination of The Worst Forms Of Child 
Labour. 
f. Undang-undang No.9 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 
Convention No.105 Concerning The Abolition Of  Forced 
Labour. 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja 
dan Susunan Organisasi Lembga Kerjasama Tripartit. 
       Disamping peraturan diatas, sebagaimana layaknya sumber 
hukum lainnya, sumber hukum ketenagakerjaan juga bersumber dari: 
a. Kebiasaan 
       Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan 
berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila Suatu 
perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai 
kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang dilakukan, sehingga 
perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan 
sebagai pelanggaran (perasaan hukum), maka dengan demikian 
timbullah suatu kebiaasaan yang dipandang sebagai hukum. 
       Kaitannya dengan uraian diatas kebiasaan yang terjadi antara 
pekerja/buruh dan pemberi kerja yang dilakukan berulang-ulang 
dan diterima masyarakat (para pihak baik pekerja/buruh maupun 
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pemberi kerja), contoh: Perekrutan Pegawai tanpa pelatihan 
terstruktur (usaha kecil dan menengah).23 
b. Yurisprudensi 
       Secara umum yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang memutuskan 
suatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber 
hukum yang lain. 
       Terkait hukum ketenagakerjaan, semenjak diberlakukannya 
undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, maka putusan maka putusan 
pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap (in kracht) akan menjadi dasar hukum bagi 
hakm untuk memutus perkara serupa.24 
c.  Perjanjian 
       Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu 
berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak 
melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang  
dibuat para pihak. 
       Kaitannya dengan sumber hukum perjanjian, cirri khas dari 
hukum ketenagakerjaan karena sumber hukum ini datangnya dari 
 
23 H. Zaeni Asyhadie, et al.,  Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia: 
Pranadamedia Group, 2019, Cet. Ke-1, hlm. 9. 
24 Ibid 
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pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan/perburuhan, 
yaitu: 
1. Peraturan perusahaan adalah peraturan ynag dibuat secara 
tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja 
dan tata tertib perusahaan. 
2. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 
3. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merpakan 
hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa 
serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang 
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan 
pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan 
pengushaa yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban kedua belah pihak.25 
d. Traktat/Perjanjian Internasional 
       Berkaitan dengan traktat Indonesia memang tidak pernah 
membuat perjanjian dengan Negara lain berkaitan dengan 
ketenagakerjaan. Namun perlu diperhatikan bahwa Indonesia 
telah meratifikasi beberapa konvensi ILO yang bisa juga 
dijadikan sumber hukum. Konvensi tersebut terdiri atas: 
 
25 Ibid 
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1. Convention No.98 tentang hak untuk berorganisasi dan 
berunding bersama. 
2. Convention No.100 tentang pengupahan yang sama bagi 
buruh laki-laki dan perempuan yang mengerjakan pekerjaan 
yang sama nilainya. 
3. Convention No.120 tentang hygienes dalam perniagaan dan 
kantor-kantor.26 
e. Doktrin/Pendapat para ahli 
       Mengenai pendapat para ahli hukum pernah dikenal 
pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh 
menyimpang dari Communis Opinio Doctorum (pendapat 
umum para sarjana). Oleh sebab itu, maka pendapat para sarjana 
mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. 
       Pendapat para ahli-ahli ini dapat digunakan sebagai 
landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung 
atau tidak langsung berkaitan satu sama lain. 27 
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 
       Di Indonesia, aturan mengenai hak dan kewajiban diatur dalam 
sebuah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Adapun hak-hak tenaga kerja sebagai berikut: 
a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga 
 
26 Ibid., hlm. 10. 
27 Ibid., hlm. 11. 
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kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik 
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 
penyandang cacat.  
b. Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak 
dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. 
c. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan 
kompetensi  
d. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) 
pelatihan 
e. Pasal 19, Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat 
dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan 
kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan 
f. Pasal 31, jo; Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis 
pekerjaan dan memperoleh penghasailan, baik di dalam maupun 
di luar negeri  
g. Pasal 67, Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 
penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan 
jenis dan derajat kecacatannya 
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h. Pasal 80, Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang 
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah 
yang diwajibkan oleh agamanya 
i. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan 
kerja 
j. Pasal 99 ayat (1), memuat hak pekerja dan keluarganya untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja  
k. Pasal 100, Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas 
kesejahteraan. 
l. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk 
atau menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh. 
m. Pasal 137, Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat 
pekerja dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat 
gagalnya perundingan. 
n. Pasal 156, Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, 
pengusaha diwajibkan membayar uang pesangin dan yang 
penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak yang 
seharusnya diterima. 
       Disamping hak yang sudah diterima, pekerja harus wajib memenuhi 
tanggung jawabnya. Berikut beberapa kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh setiap pekerja: 
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a. Pasal 102, Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja 
dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi 
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 
demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahilannya 
serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 
kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
b. Pasal 126, Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib 
melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja 
bersama. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan 
isi perjanjian kerja bersama ata perubahannya kepada seluruh 
pekerja. 
c. Pasal 136, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 
dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja 
secara musyawarah untuk mufakat. 
d. Pasal 140, Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
setempat. 
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C. Tinjauan tentang Perusahaan 
1. Pengertian Perusahaan 
       Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 
2004 mengandung definisi yang sama akan pengertian perusahaan. Yang 
dimaksud dengan perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan 
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, mlik persekutuan, atau 
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang 
memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan. 
Adapun pengertian perusahaan menurut para ahli yang terdiri atas : 
a. Menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan 
yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk 
mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-
barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-
perjanjian perdagangan. Di sini Molengraff memandang perusahaan 
dari sudut “ekonomi”. 
b. Ahli ekonomi secara umum memberikan pendapat bahwa, 
perusahaan adalah suata unit kegiatan yang melakukan aktivitas 
pengolahan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-
barang dan jasa bagi masyrakat, mendistribusikannya serta 
melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.28 
 
      28 Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005, hlm.25 
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c. Menurut Eddhie Praptono, S.H.,M.H. bahwa pengertian perusahaan 
adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber 
ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat 
memuaskan kebutuhan masyarakat.29 
2. Dasar Hukum Perusahaan 
       Pengaturan terkait perusahaan di Indonesian diatur dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: 
a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
b. PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan 
c. Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi 
d. Undang-undang No. 33dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi 
Kecelakaan Jasa Raharja 
e. Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
Asing 
f. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri 
g. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara 
h. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan, 
 
      29 Eddhie Praptono, Buku Ajar Hukum Perusahaan,  Tegal : Perpustakan Universitas 
Pancasakti Tegal, 2008, hlm.1 
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i. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
j. Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan 
Undang-undang No.6 Tahun 1982 
k. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten 
l. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 
3. Unsur-unsur Perusahaan 
a. Badan usaha 
       Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu 
mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang 
(PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas 
(PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) 
dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian 
perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta 
pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat 
koperasi. 
b. Kegiatan dalam bidang perekonomian 
       Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, 
perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut : 
1) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan 
pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, 
barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, 
kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan 
dan penerbitan. 
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2) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli ekspor 
impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan 
sewa menyewa. 
3) Perjasaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, 
perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. 
c. Terus menerus 
        Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus 
menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan 
bukan pekerjaan sambilan. 
d. Bersifat tetap 
       Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti 
dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka 
waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau 
surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 
(dua puluh) tahun. 
e. Terang-terangan 
      Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh 
umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan 
oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-
terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama 
dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan 
akta pendaftaran perusahaan. 
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f. Keuntungan dan atau laba 
      Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang 
menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang 
diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan 
tentu menggiinakan modal, dengan modal perusahaan diharapkan 
keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari 
perusahaan adalah memperoleh keuntungan. 
g. Pembukuan 
       Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap 
perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasal 5 
ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan, perhitungan laba 
rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan 
yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang 
berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. 
       Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa subjek hukum 
perusahaan bisa berupa perorangan atau badan hukum, objeknya bisa 
berupa benda berwujud atau benda immaterial, dan hubungan 
hukumnya berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-
undang30 
4. Hak dan Kewajiban Perusahaan 
 
      30 https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html 
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a. Hak bagi Perusahaan, yaitu: 
1) Pengelolaan usaha-usaha perusahaan serta karywan atau 
karyawati adalah wewenang dan tanggung jawab perusahaan. 
2) Perusahaan berhak memberikan tugas atau pekerjaan yang 
layak kepada karyawan atau karyawati selama waktu kerja. 
3) Perusahaan mempunyai kebebasan untuk menerapkan secara 
lancer sistem-sistem, teknik-teknik, dan metode-metode serta 
kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan usaha dan sekaligus 
menjamin masa depan para karyawan. 
4) Perusahaan berhak meminta karyawan atau karyawati untuk 
bekerja lembur dengan mengindahkan undang-undang atau 
ketetapan pemerintah. 
5) Perusahaan berhak menetapkan tata tertib kerja dengan 
mengindahkan undang-undang atau ketetapan pemerintah. 
b. Kewajiban bagi perusahaan, yaitu: 
1) Perusahaan wajib memberikan upah atau tunjungan-tunjungan 
sebagai imbalan atas tenaga atau jasa yang diberikan oleh 
karyawan atau karyawatinya. 
2) Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan kesejahteraan 
karyawan dan karyawatinya. 
3) Perusahaan wajib memberikan hak-hak karyawan dan 
karyawati sesuai dengan ketetapan yang dicantumkan dalam 
peraturan perusahaan. 
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4) Perusahaan berkewajiban untuk memberikan kompensasi, 
fasilitasi dan jaminan masa depan sesuai dengan prestasi kerja 
karyawan dan kemampuan keuangan perusahaan. 
5) Perusahaan wajib menaati undang-undang dan semua 
peraturan ketetapan pemerintahdibidang ketenagakerjaan.31 
5. Bentuk-bentuk Perusahaan 
       Macam persuhaan dibedakan atas dasar status kepemilikannya yaitu: 
a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
       Badan usaha milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang 
modalnya berasal dari kekayaan Negara yang disisihkan untuk 
menyelenggarakan suatu perusahaan. 
b) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 
       Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang 
modalnya dimiliki oleh swasta dengan tujuan utama mencari 
keuntungan. 
c) Badan Usaha Campuran 
       Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya 
sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi milik pemerintah. 
d) Badan Usaha Milik Daerah 
       Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya 
sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan 
memberikan layanan kepada masyarakat setempat.32 
 
      31 http://www.google.com//peraturan perusahaan/2009.dihtml. 
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D. Tinjauan tentang Hak Cuti 
1. Pengertian Hak Cuti 
       Dalam kamus besar bahasa Indonesia Cuti berasal dari bahasa hindi 
yaitu chutti atau perlop yang artinya ketidakhadiran sementara. 
Maksudnya yaitu suatu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam 
jangka waktu tertentu. 
2. Macam-macam Hak Cuti 
       Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Cuti terdiri dari atas: 
a. Cuti Tahunan 
       Pasal 79 Ayat 2 (c) menyatakan bahwa cuti tahunan diberikan 
kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 (dua belas) 
bulan secara terus menerus. Lama cuti tahunan ini minimal 12 (dua 
belas) hari kerja. Namun begitu, perusahaan dapat menetapkan cuti 
di atas angka ini jika memang ada penyesuaian atas jabatan atau 
beban kerja. Beberapa perusahaan di Indonesia juga diketahui 
memberikan cuti meskipun karyawan tersebut belum bekerja 
selama satu tahun. Dalam masa cuti tahunan tersebut, karyawan 
berhak mendapatkan upah penuh, sebagaimana disebutkan pada 
Pasal 84. 
b. Cuti Sakit 
 
      32 http://www.google.com// macam bentuk perusahaan/2012.html. 
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         Untuk cuti sakit, pekerja/buruh yang tidak dapat melakukan 
pekerjaan diperbolehkan mengambil waktu istirahat sesuai jumlah 
hari yang disarankan oleh dokter. Idealnya, karyawati yang 
kesehatannya terganggu karena haid juga diizinkan cuti pada hari 
pertama dan kedua. Hal ini diatur pada Pasal 93 Ayat 2 dan Pasal 
81. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan cuti sakit ini, diatur 
oleh perusahaan melalui Perjanjian Kerja. 
c. Cuti Hamil dan Melahirkan 
         Pada Pasal 82, diatur bahwa karyawati memperoleh hak 
istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu 
setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter 
kandungan atau bidan. Akan tetapi, perusahaan dan karyawati 
dapat bernegosiasi tentang pemberian cuti melahirkan dan cuti 
menyusui, selama waktunya sekitar 3 (tiga) bulan. Jika karyawati 
mengalami keguguran, ia diizinkan mendapatkan cuti selama 1,5 
(satu setengah) bulan. 
d. Cuti Besar 
       Jika ada karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun, 
maka perusahaan dianjurkan memberikan cuti besar yang diatur 
didalam Pasal 79 Ayat 2 (d). Cuti besar sebaiknya diatur jauh-jauh 
hari karena jangka waktunya cukup panjang, yaitu 1 (satu) bulan. 
Sebaliknya, perusahaan tidak boleh menyembunyikan tentang hak 
cuti karena pekerja sudah membuktikan loyalitasnya dalam 
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bekerja. Biasanya, karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 
6 (enam) tahun tergolong cukup senior dan telah memberikan suatu 
kontribusi untuk perusahaan. 
e. Cuti karena Alasan Penting 
       Pasal 93 Ayat 2 dan 4 menyebutkan tentang hak cuti karena 
alasan penting bagi pekerja/buruh, dengan ketentuan berikut: 
1. Pekerja/buruh menikah: 3 hari 
2. Menikahkan anaknya: 2 hari 
3. Mengkhitankan anaknya: 2 hari 
4. Membaptiskan anaknya: 2 hari 
5. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari 
6. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu 
meninggal dunia: 2 hari 
7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 
hari 
f. Cuti Bersama 
         Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
SE.302/MEN/SJ-HK/XII/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Cuti Bersama di Sektor Swasta, mengatur tentang cuti bersama 
yang umumnya ditetapkan menjelang hari raya besar keagamaan 
atau hari besar nasional. Menurut aturan, jika karyawan mengambil 
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libur pada hari cuti bersama, maka cuti tahunannya akan 
berkurang.33 
E. Tinjauan tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) 
1. Pengertian UMKM 
         Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan 
bahwa: 
       Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana 
diatur dalam UU tersebut.34 
        Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka 
merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, 
dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari 
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 
sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.35 
         Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 
 
      33 https://bplawyers.co.id/2018/07/23/hak-cuti-bagi-karyawan-menurut-undang-undang/ 
      34 Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia,  Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 17. 
      35Ibid., hlm. 18. 
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bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
        Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam 
kegiatan ekonomi di Indonesia.masa depan pembangunan terletak pada 
kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang 
mandiri. 
         Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah 
terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya 
saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan 
pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi 
persaingan bebas. 
2. Dasar Hukum UMKM  
       Pengaturan terkait UMKM di Indonesia saat ini terdiri dari peraturan 
perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-undangan. Namun 
payung hukum utama mengenai UMKM di Indonesia diatur didalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 
       Selain sumber hukum diatas terdapat sumber hukum lain yang 
menjadi tonggak pengaturan bagi urusan UMKM. Bebearapa dasar 
hukum yang mengatur tentang UMKM yang terdiri atas : 
a. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No. 9 Tahun 1995. 
b. PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. 
c. PP No. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Usaha Kecil. 
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d. Inpres No.10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha 
Menengah. 
e. Keppres No. 127 Tahum 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang 
Dicadangkan Untuk Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah 
atau Besar Dengan Syarat kemitraan. 
f. Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit 
Usaha Kecil dan Menengah. 
g. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 Tentang program 
Kemitraan badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan 
Program Bina lingkungan. 
h. Undang-Undang No.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah. 
i. Dan PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah.36 
3. Kriteria UMKM 
       Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki 
kriteria sebagai berikut: 
a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau 
badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 
 
      36  http://www.google.com//Landasan Hukum UMKM/2009.dihtml. 
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1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 
b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria yang terdiri atas : 
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha. 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
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tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria terdiri atas : 
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha. 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah). 37 
 
  
 
      37 Ibid., hlm.12.  
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BAB III 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam 
melaksanakan hak cuti hamil di UMKM Ulam Sari Tegal 
       Usaha mikro, kecil dan menengah Ulam Sari merupakan usaha produktif 
yang bergerak dalam pengolahan hasil laut.Usaha rumahan ini memiliki 
tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja wanita. Usaha ini didominasi 
tenaga kerja wanita karena didalam sistem produksinya karyawan wanita lebih 
dibutuhkan karena wanita memiliki tingkat ketelitian dan kesabaran yang 
tinggi.  
       Pelaksanaan hak cuti hamil bagi tenaga kerja wanita yang penulis peroleh 
dari hasil penelitian di Usaha mikro, kecil dan menengah Ulam Sari sudah 
mempunyai perangkat hubungan yang baik dikarenakan usaha mikro, kecil 
dan menengah ini merupakan usaha menegah yang cukup bagus yang 
langsung memenuhi permintaan pasar. 
       Terkait dengan pelaksanaan hak cuti hamil, UMKM ulam sari 
menentukan waktu yang fleksibel, artinya semuanya diserahkan kepada 
pekerjanya akan diambil sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan 
sesudah melahirkan, ataupun 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah 
melahirkan, bahkan semuanya akan diambil 3 bulan sesudah melahirkan 
dengan ketentuan pekerja wanita harus membuat surat pernyataan apabila 
akan mengabambil hak cuti hamil diluar ketentuan pasal 82. Hal ini bertujuan 
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apabila terjadi hal-hal yang tidak diingikan terhadap pekerja wanita yang 
sedang hamil bukan menjadi tanggung jawab umkm. Semuanya dibebaskan 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pekerja.   
        Mengenai proses pengajuan hak cuti hamil kepada UMKM ulam sari, 
bahwa proses pengajuan hak cuti atas inisiatif dari tenaga kerja wanita itu 
sendiri dengan cara mengajukan surat cuti dan surat keterangan dokter 
kemudian akan di proses oleh pihak pimpinan. Apabila sudah disetujui tenaga 
kerja wanita dapat langsung melaksanakan cutinya. Persetujuan cuti diberikan 
dengan mempertimbangkan kondisi dan kesehatan ibu dan janin. Selanjutnya 
terkait dengan perlakuan khusus yang diberikan perusahaan kepada tenaga 
kerja wanita yang sedang hamil, menyatakan tidak ada perlakuan istimewa, 
dalam kondisi tertentu yang dapat membahayakan ibu dan janin baik pimpinan 
maupun atas permohonan tenaga kerja dapat meminta pemindahan untuk 
sementara. 
       Menyadari akan pentingnya tenaga kerja wanita bagi umkm, maka umkm 
diwajibkan untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dalam 
melaksanakan hak atas cuti hamil. Hasil penelitian yang penulis peroleh 
terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak 
atas cuti hamil di umkm ulam sari  sudah memberikan perlindungan dan 
kesejahteraan bagi tenaga kerja wanita yang, yang merupakan bentuk 
perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dalam melaksanakan hak atas 
cuti hamil  terdirin atas:  
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1. Waktu Kerja 
       Bagi pekerja wanita haru kerjanya yakni 5 hari kerja. Adapun 
waktu kerja yang diberlakukan oleh umkm ulam sari  adalah senin 
sampai  jumat, dengan jam kerja : 
a. Hari senin-kamis : Jam 07.30 WIB-17.00 WIB 
Istirahat jam 12.00 WIB - 13.00 WIB 
b. Hari jumat: Jam 07.30 WIB - 16.30 WIB 
Istirahat jam 11.30 WIB - 13.00 WIB 
c. Hari sabtu dan minggu adalah hari libur 
2. Waktu istirahat dan cuti 
       Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kerja wanita diberikan 
waktu istirahat selama 1 sampai 2 jam setelah bekerja selama 5 jam 
terus menerus. Isturahat mingguan diberikan selama 2 hari yaitu pada 
hari sabtu dan minggu. Cuti tahunan selama 12 hari. Hal ini sesuai 
dengan pasal 79 ayat 2 undang-undang no.13 tahun 2003 tentanf 
ketenagakerjaan. 
3. Upah 
       Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima 
pekerja/buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan 
pekerjaan.  Menurut pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003 upah 
adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkandan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
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kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan. 
       Dengan demikian, menurut UU No.13 Tahun 2003, upah adalah 
hak dari pekerja/buruh yang harus ditentukan sedemikian rupa sehingga 
merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan bagi 
pekerja/buruh.  
       Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di umkm ulam sari 
terkait sistem pengupahan. Umkm memberikan upah kepada 
pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh wanita sebesar Rp. 1.800.000. 
Besarnya upah yang diberikan tersebut sesuai dengan upah minimum 
kota Tegal 2019. 
4. Keselamatan Kerja 
       Keselamatan kerja adalah suatu jenis perlindungan terhadap 
pekerja/buruhagar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat 
kerja atau bahan yang dikerjakan. Ada bebarapa kewajiban yang harus 
pengusaha berikan kepada pekerja/buruh sebagai bentuk perlindungan 
keselamatan kerja yang terdiri atas: 
a. Menyediakan petugas P3K ditempat kerja 
b. Menyediakan fasilitas P3K ditempat kerja 
c. Melaksanakan P3K ditempat kerja 
      Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pihak umkm ulam sari 
memberikan  perlindungan bagi para pekerja untuk keselamatan 
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pekerjannya, walaupun untuk tenaga kerja wanita yang sedang hamil 
tidak melakukan pekerjaan berbahaya. 
5. BPJS Ketenegakerjaan 
Undang-undang BPJS merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba 
untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. 
Badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS ketenagakerjaan 
menggantikan lembaga sosial jaminan ketenagakerjaan PT.Jamsostek. 
berlakunya undang-undang no.24 tahun 2011, undang-undang no.3 
tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja menjadi tidak berlaku 
lagi. Semua program jaminan sosial yang diatur undang-undang no.3 
tahun 1992 diambil alih oleh BPJS. 
Program BPJS ketenagakerjaan pada prinsip nya sama dengan 
program PT. Jamsostek yang terdiri atas:  
a. Jaminan kecelakaan kerja 
b. Jaminan hari tua 
c. Jaminan kematian 
d. Jaminan pensiun 
       Setiap pekerja tentu memiliki hak untuk mendapatkan imbalan, 
serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  
       Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu “berdasarkan 
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Undang-Undang ini dibentuk BPJS”. BPJS yang dimaksud adalah 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mana BPJS 
Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan 
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Dalam BPJS ini 
hakikatnya ialah perlindungan tenaga kerja dan dunia usaha. 
        Dari hasil penelitian di umkm ulam sari, semua pekerja di umkm 
ulam sari belum didaftarkan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan 
BPJS kesehatan dengan alasan bahwa produktivitas pegawai masih 
rendah, hal ini menjadi penyebab umkm belum melaksanakan program 
tersebut. 
B. Penyelesaian hak cuti hamil apabila tidak diberikan UMKM  sesuai 
dengan peraturan 
      Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyelesaian hak cuti hamil apabila 
tidak diberikan perusahaan sesuai dengan peraturan, dalam hal ini perusahaan 
tidak pernah mengalami sengketa atau melakukan kesalahan terhadap tenaga 
kerja dalam pelaksanaan hak cuti hamil. 
      Walaupun terjadi suatu permasalahan mengenai pelaksanaan hak cuti 
hamil maka cara penyelesaiannya yaitu sesuai pasal 17 yang terdapat dalam 
isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak pengusaha dan pekerja. 
Dimana ketentuan dalam perjanjian kerja pasal 17 tentang penyelesaian 
perselisihan menjelaskan upaya yang ditempuh oleh pihak perusahaan apabila 
terjadi suatu permasalahan. Adapun cara menyelesaikannya dengan jalan 
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musyawarah, apabila dengan musyawarah tidak ditemui mufakat maka atas 
persetujuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Hubungan Industrial. 
       Bagi perusahaan, upaya yang tepat dalam menaggulangi masalah yang 
terjadi didalam hubungan industrial ini dengan cara musyawarah. 
Musyawarah merupakan langkah awal yang tepat untuk memecahkan 
masalah personal dengan pihak-pihak yang berkaitan, yaitu antara pengusaha 
dengan pekerja yang bermasalah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan 
dengan cara damai. Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat 
diselesaikam maka akn ditempuh melalui prosedur penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial sebagai berikut:  
1. Bipartit 
       Perselisihan hubungan industrial ini wajib diupayakan 
penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian dengan cara 
bipartit merupakan yang terbaik karena kedua belah pihak dapat 
langsung berbicara dan memperoleh kepuasan tersendiri karena tidak 
ada campur tangan pihak ketiga. Selain itu, penyelesaian bipartit ini 
dapat menekan biaya dan menghemat waktu. Maka dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial 
pasal 3-pasal 7 mengharuskan perundingan bipartite ini dilakukan 
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dengan musyawarah untuk mufakat dalam setiap perselisihan hubungan 
industrial. 
2. Konsiliasi 
       Sebagaimana diatur dalam pasal 17 samapai pasal 28 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, 
penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator, 
dimana para pihak mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
konsiliator yang telah ditunjuk. Apabila tercapai kesepakatan melalui 
konsiliasi, selanjutnya dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani 
oleh para pihak. 
3. Mediasi  
      Pasal 8 samapai psal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menjelaskan bahwa, 
penyelesaian perselisihan melalui mediasi ini dilakukan oleh mediator, 
tugas utama dari mediator adalah mendamaikan dua pihak yang 
berselisih dalam perselisihan hubungan kerja. Jika ada kesepakatan 
antara kedua belah pihak maka aka nada satu lagi mediator yang 
bertugas memeberikan statement advice kepada kedua belah pihak 
tersebut. 
4. Arbitrase 
      Upaya penyelesaian melalui abitrase merupakn salah satu 
alternative yang bersifat sukarela. Penyelesaian melalui arbitrase terjadi 
apabila kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan 
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perselisihanmelalui arbitrase. Arbitrase menurut Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2004 pasal 29-pasal 54 adalah penyelesaian 
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat kerja pada suatu 
perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan 
tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian 
perselisihan kepada arbiter yang memiliki putusan mengikat para pihak 
dan bersifat final. 
5. Pengadilan Hubungan Industrial 
       Sesuai dengan pasal 55-pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, apabila tidak tercapai 
penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, salah satu pihak atau para 
pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan 
industrial. Akan tetapi bahwa penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial melalui pengadilan ditempuh sebagai alternative terakhir dan 
secara hukum ini bukan merupakan kewajiban para pihak yang 
berselisih, melainkan sebuah hak. 
       Dengan demikian ada kesesuaian terhadap apa yang menjadi 
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dengan peraturan yang diberlakukan di Usaha 
Menengah dan Kecil Ulam Sari. Sehingga yang menjadi aturan 
diberlakukan oleh pihak Usaha Menengah dan Kecil Ulam Sari dalam 
menjalankan hubungan industrial, maka hal ini terlihat bahwa tidak 
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adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundangan-undangan yang 
berlaku.  
 
  
60 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam melaksanakan 
hak atas cuti hamil di Usaha Menegah dan Kecil Ulam Sari di Tegal, 
pada dasarnya umkm melaksanakan secara fleksibel, artinya semuanya 
diserahkan kepada pekerjanya akan diambil sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 
1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, ataupun 1 bulan 
sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan, bahkan semuanya akan diambil 
3 bulan sesudah melahirkan dengan ketentuan pekerja wanita harus 
membuat surat pernyataan apabila akan mengabambil hak cuti hamil 
diluar ketentuan pasal 82. Hal ini bertujuan apabila terjadi hal-hal yang 
tidak diingikan terhadap pekerja wanita yang sedang hamil bukan 
menjadi tanggung jawab umkm. 
2. Upaya UMKM (Usaha Menengah dan Kecil) Ulam Sari dalam 
menangani sengeketa pemberian hak cuti hamil apabila tidak diberikan 
sesuai dengan peraturan yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat, 
apabila tidak ada kata mufakat maka kedua belah pihak bersepakat 
menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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B. Saran 
1. Perlu diterapkan dan dilaksanakan perlindungan hukum terhadap tenaga 
kerja wanita dalam melaksanakan hak atas cuti hamil agar tenga kerja 
wanita mendapatkan perlindungan dari umkmsesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang belaku, maka dengan adanya ketentuan 
hukumnya apabila terjadi permasalahan dalam hal tersebut dapat 
diselesaikan sebaik mungkin. 
2. Perusahaan harus lebih memperhatikan perlindungan bagi para 
pekerjanya dan memperhatikan kesejahteraan hidup dan meningkatkan 
produksi serta produktivitas nasional. 
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